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BUPATI TAPANULI TENGAH
PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR TAIIUN 2012

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERl SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi Pasal 39 Peraturan Menteri Dalarn NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, pedu ditetapkan Peraturan Bupati tentang PemberianTambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012;
J

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan DaerahPropinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1092 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 . tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan . Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirhbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

)
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503 );

10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14.Peraturan. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2012tentang
}
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Tapanul^ Tengah Tahun Anggaran 2012;
18.Peraturan Menjeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dua kali ‘.terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2012;
20.Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012;
21.Peraturan Bupati Tapanuli Tengah . Nomor 4 Tahun 2011 tentangSistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di LingkunganPemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

i\.
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MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAIIAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULITENGAIITAHUN ANGGARAN 2012.

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagaiUnsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah DPRD

' Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerahsebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalahRencana Keuangan Tahunan, Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersamaoleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan denganPeraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD KabupatenTapanuli Tengah selaku pengguna anggaran /pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalahSKPKD Kabupaten Tapanuli' Tengah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yangjuga melaksanakan pengeloiaan keuangan daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan Anggaranuntuk melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang dipimpinnya.9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang . diberi Kuasa untuk melaksanakansebagian kewenangan pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas FungsiSKPD.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindakdalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabatyang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yangmenyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitanSPP.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yangditerbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendaharapengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yangdigunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untukjpenerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yangdigunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan pleh BUD berdasarkan SPM.16. Belanja Tidak Langsung adalah Kelompok Belanja yang dianggarkan dan tidak terkaitsecara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Proyek.17. Tambahan Penghasilan PNS adalah Penghasilan di Iuar gaji dan Tunjangan yangdiberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan meningkatkan Kinerja AparaturPNS.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama
Maksud Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 2
Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.

Bagian Kedua
Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 3
Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah antara lain :
(1) Meningkatkan disiplin, integritas, loyalitas dan kinerja PNS;
(2) Merangsang Motivasi Kerja PNS;
(3) Memacu Semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya;
(4) Pemberian apresiasi kepada PNS akibat jabatan yang diembannya serta kondisi dariRuang Lingkup Tugas dan Fungsi PNS tersebut.}

BAB III
SIFAT DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama
Sifat Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 4
(1). Tambahan Penghasilan merupakan bagian dari Belanja Tidak Langsung yang digunakan

untuk menganggarkan pemberian tambahan penghasilan dalam bentuk uang kepada
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

(2).Tambahan Penghasilan diberikan pada Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Tapanuli
Tengah melalui Sidang Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tapanuli
Tengah pada Tahun Anggaran berjalan.

, Bagian Kedua
Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 5
Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di setiap Satuan KerjaPerangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tertuang dalam LampiranPeraturan Bupati Tapanuli Tengah ini.
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BAB IV
JENIS-JENIS DAN KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama
Jenis-Jenis Tambahan Penghasilan

Pasal 6
Jenis Tambahan Penghasilan yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :
a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 7
Dalam hal Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkunganPemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

Penerima Tambahan Penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon PegawaiNegeri Sipil yang memiliki Nomor Induk Pegawai di Lingkungan Pemerintah KabupatenTapanuli Tengah ;
Aktif dalam menjalankan Tugas dan fungsinya sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ;

. Memiliki Jabatan Struktural, Fungsional dan atau Staf di Unit Kerja masing-masing ;
Tidak sedang dalam menjalani Proses Hukum atau Peradilan ;
Tidak sedang dalam masa Pemberhentian pemberian gaji akibat Surat Keputusan KepalaDaerah karena Pegawai tersebut lalai dalam menjalankan tugasnya.

a.

b.

c.

d.
e.

Pasal 8
(1). Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) adalah PenambahanPenghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan akibat dari Beban Kerja yangdilaksanakan melebihi dari Kapasitas yang ada baik dari volume Pekerjaan, Resiko danwaktu Kerja serta Tingkat Kesulitan Fekerjaan yang ada.
(2). Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) adalah PenambahanPenghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatankesejahteraan umum pegawai.

'

BAB V
PENATAUSAHAAN PENGELOIAAN KEUANGAN

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9
(1). Kepala SKPD Pengelola Belanja mengajukan Surat Permohonan Pencairan DanaTambahan Penghasilan berdasarkan besaran Tambahan Penghasilan yang tertuangdalam DPA SKPD Tahun Anggaran berjalan per triwulan kepada Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (PPKD) selaku SKPKD.
(2). Surat Permohonan Pencairan Dana oleh Kepala SKPD Pengelola Belanja disertai denganlampiran yang berisi Daftar Penerima Tambahan Penghasilan serta besaran yangditerima pegawai dari unit kerja masing-masing berdasarkan jenis TambahanPenghasilan.
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(3). Dengan dasar sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) maka Kepala Satuan KerjaPengelola Keuangan Daerah (SKPICD) selaku BUD menerbitkan Surat Penyediaan Danayang selanjutnya disebut SPD.
(4). Berdasarkan SPD yang disebut pada ayat (3) di atas Kepala SKPD Pengelola Belanjamenerbitkan Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP dan SuratPerintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM kepada SKPKD yang disesuaikandengan besaran Tambahan Penghasilan per triwulan yang tertera di DPA SKPD TahunAnggaran berjalan.
(5). Berdasarkan Ayat (4) di atas Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Danayang selanjutnya disebut SP2D sebesar jumlah yang diminta pada SPM SKPD PengelolaBelanja Tambahan Penghasilan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10
(3). Kepala SKPD Pengelola Belanja, bertanggungjawab penuh dalam hal melengkapidokumen Penatausahaan Pertanggungjawaban Belanja Tambahan Penghasilan yangtelah dibayarkan kepada yang menerimanya.
(4). Pembantu Bendahara wajib menatausahakan Pertanggungjawaban belanja sesuaidengan peraturan yang ada seperti:

a. Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran pada Buku Kas Umum Bendaharawan.b. Memotong dan menyetorkan Pajak apabila ada pembayaran yang dikenakan pajak.c. Merekonsiliasikan buku Kas Umum dengan Buku Pembantu Bank Bendaharawan.d. Merekonsiliasikan Buku Kas umum Pembantu Bendaharawan dengan Buku Kas. umum Bendaharawan Pengeluaran pada SKPKD.
e. Melakukan pencatatan-pencatatan Administrasi lainnya yang dianggap perlu.f. Melaporkan secara rutin rincian penggunaan Belanja kepada Kepala SKPKD.

(5). Dokumen pertanggungjawaban yang diterbitkan harus didukung dengan bukti-buktiyang syah sesuai dengan Peraturan-peraturan yang ada.
(6). Dokumen sebagaimana tersebut dalam Ayat (2) dilaporkan kepada Bupati TapanuliTengah melalui kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) paling lambat1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan.

y -

j

BAB VI
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 11
(1). Pegawai Negeri Sipil yang dipindahtugaskan/dimutasikan ke instansi yang lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menerima Tambahan Penghasilandari instansi sebelumnya hingga ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (P-APBD) yang menampung Anggaran Tambahan Penghasilan pegawaiyang bersangkutan pada instansi baru tempat ia dipindahtugaskan.
(2). Pegawai Negeri Sipil yang dipindahtugaskan/dimutasikan ke instansi yang lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah setelah ditetapkannya PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) pada tahun itu menerimaTambahan Penghasilan dari instansi sebelumnya hingga ditetapkannya AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berikutnya yang menampungAnggaran Tambahan Penghasilan pegawai yang bersangkutan pada instansi baru tempatia dipindahtugaskan.
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Pasal 12
Pegawai Negeri Sipil tidak lagi diberikan Tambahan Penghasilan apabila :

a. Telah memasuki masa pensiun
b. Meninggal dunia
c. Berhenti/Diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil
d. Pindah Tugas ke Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengahterhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan yang mengatur tentang hal-haltersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannyaditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 3.a
Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 10 Pebruap.
BUPATI/TAR ,1 rAH

RAJA BONARAN SITUMEANG
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Lampiran 1 Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
Nomor : A
Tanggal : to Pebru<W

Tahun 2012
2012

Tabel Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

Jumlah Pcnerimaan
Maksimal per bulan

No Jonis Pekorjaan

I. JABATAN STRUKTURAL (ESELON)
1 Sekretaris Daerah J?p.

7.500.000
2 SlafAhli Rp 5.000.000
3 Asisten Rp 5.000.000
4 Kepala Dinas/Kepala Dadan /Sokrelaris DPRD/Inspektur 1.500.000Rp
5 Eselon lll.a Rp 1.000.000
6 Eselon Ill.b Rp 800.000
7 Eselon IV.a Rp 600.000
8 Eselon IV.b Rp 400.000
II. JABATAN FUNGSI0NAL
1 Direktur/Kepala Akademi Keperawalan 600.000Rp)
2 Posen Tetap Akper 150.000Rp

Kepala Petugas Ruang OK3 Rp 400.000
4 Petugas Ruang OK 300,000Hp

Kepala Petugas Ruang UGD 400.0005 Rp
6 Petugas Ruang UGD Rp 300.000
7 Kepala Petugas Radiologi 400.000Hp.
Jl Petugas Radiologi Hp 300.000
9 Kepala Petugas ICU Rp 400.000

10 Petugas ICU Rp 300.000
11 Dokter Gigi J?P 1.500.000
12 Dokter Urauin Rp. 1.500.000
13 Dokter Spesialis Rp 7.500.000j

14 Bendahara Pengeluaran Sckfolariat Daerah Up 1.200.000
15 Bendahara Pengeluaran KDH dan Wakil KDH J|P 500.000
16 Bendahara Pengeluaran SKPD:Dinas/Badan np

.
770.000

Bendahara Pengeluaran SKPD:Kantor/Kocamatan17 np 500.000
18 Bendahara Penerimaan Sckrelarial Daerah Rp 600.000
19 Bendahara Penerimaan Hp

. 400.000
20 Bendahara Unium Barang Rp 700.000
21 Bendahara Barang/Pengurus Barang/Pcnyimpan Barang/ Peneriina Barang

Pembantu Bendahara Pengel uaran /Pencrimaan
Hp 400.000

22 Hp 400.000
23 Kepala DPTDP IiP 400.000
24 Pembantu Bendahara Penerima DPTDP Hp 200.000
25 Bendahara PPKD Hp 500.000
26 Pembantu Bendahara PPKD Hp 300.000



*

27 Peinbanlu Bendahara Barang lip 200.000
500.000
350.000
300.000
100.000
100.000
600.000
200.000
600.000
200.000
200.000
'

200.000

28 Kelua Panilia Pemeriksa Barang lip.
29 Sekrelaris Panilia Pemeriksa Barang HP .
30 Anggota Panilia Pemeriksa Barang HP
31 Pengawas SMP/SMA lip
32 Pengawas SO ip_
33 Alas'dii Langsuag Bendahara PPKI) «P.
34 Juru Bayar Gaji II))...
35 Operator Gaji Pcinkab HP
36 Juru Bayar SMP lip
37 Juru Bayar SMA/SMK HP
38 Juru Bayar OPT JljP.
ffl. PENGELOLA ADM1N1STIIAS1 KEUANGAN

Pcngelola Adminislrasi Kcuaiigan Dinas PPKKD
- Pembina

1
.500.000
mono
.500.000
.250.000

-.250.000
.800.000
.600.000
'

.400.000
150.000
.000.000
'

900.000
150.000

i.000.000

.
Up

Wakil Pembina *p
Koordinalor HP
¥akil Koordinalor 1 lip
Wakil Koordinalor 11 Up)
Pelaksana Pcngelola Adminislrasi
Pengelola (Kabidj

Up
Il,»

Pcngelola (Kasi/ Kastibbag)
Slal Pengelola (Golongan IV)

l(!>
lL

Slal Pengelola (Golongan 111) A
Slal Pengelola (Golongan 1 dan II) <L

2 Slal Pengelola Adminislrasi Kouangan Dinas PU llL.
3 Stal Bendahara Pengeluaran Sckretariat Dacrah IPIV. LAINNYA
1 Paduan Suara Saliala Suoloun _ 37.500

~

400.000
"

400.000
L100.000
1.000.000
loo.ooo

600.000
“

200.000
'

!|p
.

2 Prolokoler
.
up

.

3 Pelugas SSB Kabupalen Jp_
4 ADC Bupati IIP.; 5 ADC Vakil Bupati lip
6 ADCSekda HP
7 ADC Asislen IP .8 Slal Sekrelarial DPIID HP
9 Pengelola Perencanaan Pcmbangunan Daerah (Bappeda)

- Kepala Badan ftp 1.500M0
lip 1.400.000

1.200.000
lip _ __ 1.000.000

lip 500.000
400.000
150.000
400.000

Sekrelaris
Kabid Up

.

Kasubbid/Kasubbag
Slal

10 Slal ftumali Tangga dan Perlongkapan Sekrelarial Daerali
Slat Tala Usalia Akper
Pelugas Radio SSB Kecamalan

BP ..11 HP...1_12 ftp
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13 Sopir Dinas Rp
14 Operator Telepon Rp 400.000
15 Koordinalor BPP (Kanlor Felaksana.Peiiyuluh Perlanian) Rp 100.000
16 PPL Supervisor BPP (Kanlor Pclaksana.Penyuluh Perlanian) Bp 70.000
17 Transport Pengamanan Kegiatan (Dishub) Rp 60.000
18 Petugas Pengamanan Kegiatan (Dishub) Rp 60.000
19 Pengamanan Persimpangan (Dishub) Rp 60.000
20 Petugas Kearsipan Rp 400.000
21 Pejabat Penibual Koinitmen (PPK) Sekretarial Daerah Rp 1.400.000
22 Slaf PPK Sekretarial Daerah Rp 800.000
23 Pejabat Peinbuat Komitmen (PPK) Dinas/ Badan /Kantor Rp 500.000

StafPPK Dinas/Badan/Kantor24 Rp 400.000
Kuasa Pengguna Anggaran25 Rp 2.000.000

26 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Up 1.000.000
Sekrelaris Tim PAK (Dinas Pendidikan)27 Rp 250.000
Kelua Tim Sekretarial PAK (Dinas Pendidikan)28 Rp 300.000

29 Ketua Tim PAK (Dinas Pendidikan) Rp 300.000
Anggota Tim Sekretarial PAK (Dinas Pendidikan)30 Rp 200.000
Sekrelaris Tim Sekretarial PAK (Dinas Pendidikan)31 250.000Rp

32 Ketua Dewan Pembina PAK (Dinas Pendidikan) Rp 500.000
Wakil Ketua Dewan PAK (Dinas Pendidikan)33 Rp 400.000
Anggota Tim PAK (Dinas Pendidikan)34 Rp 200.000
KUPT dan Kepala SKB35 Rp 600.000
KTU KUPT dan SKB36 Rp 400.000
Anggota Tim PAK (Dinas Pendidikan)37 Rp 200.000
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Lampiran 2 Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
Nomor : A Tahun 2012
Tanggal : lo Pzbrunri 2012

Tabel Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

Jumlah
Pencrimaan

Maksimal

No Iraian Kclurangan

1 Rp 250.000 Penerimaan /bulanTambahan Penghasilan Guru Non Seritikasi
2 Kesejahleraan Guru Rp 60.000 Penerimaan /bulan
3 Tunjangan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dacrah :

- Kepala Badan Rp 850.000 Penerimaan/bulan
- Sekrelaris Rp 600.000 Penerimaan/bulan

- Kepala Bidang Rp 550.000 Penerimaan/ bulan
- Kasubbag/Kasubbid Rp 500.000 Penerimaan /bulan

- Staf Rp 500.000 Penerimaan/bulan
'4 Tunjangan Pengelola Perizinan :

•Kepala Kanlor 425.000Rp Penerimaan/bulan

- KTU Rp 375.000 Penerimaan / bulan
- Kepala Seksi 325.000Rp Penerimaan /bulan

- Bendahara Pengeluaran Rp 325.000 Penerimaan /bulan
- Staf Rp 150.000 Penerimaan /bulanr

5 Tunjangan Peningkalan Penghasilan Rp 350.000 Penerimaan /bulan
6 Tunjangan Hari Raya dan Tahun Baru Rp 300.000 Penerimaan/ tahun

BUPATI TAPANULI TENG,
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